DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

J1. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.3 / 41 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004,
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu dilakukan
perubahan;

b. bahwa Usulan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, diajukan oleh
Komisi A selaku Pemrakarsa, Penyusun dan Pembahas, yang
hasilnya tertuang dalam Laporan Komisi A Nomor : 245 / DPRD. A

/ X / 2005, tanggal 27\ Oktober 2005, perlu mendapatkan
persetujuan DPRD;
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Mengingat

c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Batang sebagaimana huruf b, telah disepakati oleh forum Rapat
paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 29 Oktober 2005,
perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2757);

. Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negera RI
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416);
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Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4417);

3
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 200
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 18 Seri E

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3

Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran daerah Kabupaten
Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005
Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.



PERTAMA Menyetujui Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Oktober 2005.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
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